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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, 

yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki 

demokrasi konstitusional dan juga merupakan negara hukum seperti yang ada pada 

pasal 1 UUD 1945 (Noviati, 2013). Dalam berdemokrasi pelaksanaannya harus 

sesuai dengan UUD 1945, yang mana negara demokrasi dapat tercapai dikarenakan 

negara Indonesia bersikap menghargai kewenangan manusia melalui peerwakilan 

suara dari warga negara Indonesia itu sendiri, agar dapat terpilihnya aturan 

Indonesia dengan baik dan benar (Nurdin and Fatkhuri, 2022). Dengan adanya 

pemilu dapat terciptanya pemilihan-pemilihan seperti kepala desa maupun 

pemilihan-pemilihan elit politik lainnya, yang mana rakyat Indonesia dapat dengan 

sukacita memilih sendiri perwakilan ataupun untuk mewakili rakyat Indonesia di 

pemerintahan agar dapat mengatur tatanan serta sistem negara Indonesia itu sendiri 

(Noviati, 2013). 

Melaksanakan pemilihan umum sebagai landasan penerapan sistem 

demokrasi. Pemilihan umum secara menyeluruh mencerminkan kebebasana rakyat, 

terkhususnya dalam hal penyaluran aspiraasi serta hak pemenuhan politik bagi 

rakyat pemilihan umum juga diharapkan untuk mencerminkan kebebasan rakyat 

secara menyeluruh, terkhususnya dalam hal penerimaan (Pardede, 2014). Salah satu 

peran penting dalam berdemokrasi juga adalaah pemilihan umum yang biasanya 

setiap lima tahun sekali terlaksana dan seluruh masyarakat Indonesia ikut 

berpartisipasi untuk memilih Presiden serta Wakil Presiden dan juga anggota-

anggota legislatif pada tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila mempunyai peranan paling penting 



2 
 

dalam pemilihan umum agar pemilihan umum dapat dikatakan sebagai pemilihan 

umum yang baik.(Aldi, Tanbun and Nugraha, 2019). Sikap serta sifat pemilihan 

umum seperti umum, bebas, asas langsung, rahasia, jujur serta adil hendaknya 

menjadi dasar dari proses terselenggarakannya pemiliahn umum. Sarana legitimasi 

politik difungsikan sebagai landasan pemilihan umum, metode pergantian 

kekuasaan atau sirkulasi elit, perwakilan ataupun representasi politik, serta 

sosialiasi politk yang bersifat massal dan periodik.  

Pemilihan umum juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik, 

representasi ataupun perwakilan politik, metode sirkulasi elit atau bergantinya 

kekuasaan dan juga sebagai srana pendidikan dan sosialisasi politik yang bersifat 

massal dan periodik. Kelembagaan penting yang salah satu sistemnya yang dalam 

sistem demokrasi berfungsi sistem pemilihan umum (Nur Wardhani, 2018). 

Pemilihan umum yang menjadi instrument langsung untuk masyarakat yang 

usianya cukup untuk serta keikutsertaan dalam memperngaruhi pengambilan 

keputusan. Proses tahapan pemilihan umum juga antara lain: memastikan daftar 

pemilih, kemudian ke tahap pencalonan kandidat, lanjut ke tahap pemungutan dan 

juga penghitungan suara, dan terakhir yang paling penting yaitu hasil perolehan 

suara yang kemudian dari itu kita dapat menentukan kandidat yang akhirnya terpilih 

(Cholisin, 2000: 47). Kondisi lembaga-lembaga politik sebagai sudut pandang 

penilaian untuk sistem pemilihan umum. Proses pemungutan suatu, tata cara 

pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih serta proses pemilihan kepala 

daerah, partisipasi atau keikutsertaan perempuan dalam partai politik, pendapat 

masyarkat mengenai demokrasi dan masalah-masalah baru yang dapat muncul 

dalam proses pemilihan umum (Arniti, 2020). Sistem pelaksanaan pemilihan umum 

saat ini dalam melaksanakan proses pemungutan suara memerlukannya informasi 
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serta tata cara mengikuti pemilihan umum yang bisa berdampak kepada banyak 

masyarkat melalui pemilihan kepala daerah, sehingga diperlukannya merencanakan 

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum masih banyak dihadapi 

masyarakat Indonesia pada saat pelaksanaanya, namun masyarakat juga sudah 

mampu mengikuti jalannya proses serta menghargai hasil Keputusan pemilihan 

umum. Pemilihan kepala daerah menjadi proses-proses utama serta pemberian 

informasi kepada masyarakat menjadi kendala utama atau penghambat pemilihan 

umum (Mustofa, 2000).  

Proses pendidikan sebagai pemberian proses pemilihan umum yang juga 

memperhatikan latar belakang yang dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat 

Indonesia agar infomasi dapat tersampaikan secara menyeluruh, termasuk juga 

siswa usia sekolah notabenennya yang merupakan pemilih pemula (Nurdin and 

Fatkhuri, 2022). Dalam negara demokrasi partisipasi politik yang merupakan 

penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sebagai indikator 

implementasinya yang secara sah atau benar dipilih oleh seluruh masayarakat yeng 

telah mencukupi usia yang dilakukannya dengan melibatkan mereka dalam pesta 

demokrasi pemilihan umum ini. Tingkat partisipasi politik yang makin tinggi yang 

menandakan bahwa rakyat telah  memahami, mengikuti, serta menyertakan diri 

dalam kegiatan kenegaraan dan juga sebaliknya jika rendahnya partisipasi politik 

itu menunjukkan bahwa rakyat kurang menaruh minat ataupun apresiasi terhadap 

kegiataan kenegeraan ini (Pattipeilohy, Yusuf and Handayani, 2018). Salah satu 

tanda bahwa partisipasi politik rendah yaitu dengan adaanya golongan putih 

(golput). Maka dari itu, partispasi politik dalam pemilihan umum yang dipilih oleh 

masyarakat merupakan salah satu peran utama yang harus dilihat kembali, karena 

baik itu tinggi maupun rendahnya partisipasi dalam politik merupakan sinyal yang 
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juga indikator yang menjadi faktor paling utama terhadap jalannya pelaksanaan 

proses demokrasi (Priandi and Roisah, 2019). 

Masyarakat Indonesia dapat melihat kehidupan pribadi yang baik dari para 

calon legislatif itu sendiri, masyarakat sendiri juga dapat melihat secara menyeluruh 

bagaimana kinerja para parta poltik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat (1) yaitu bahwa partai politik adalah 

organisasi yang bersifat nasional dan dibangun oleh sekelompok warga negara 

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa 

dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Partai 

poiltik juga memperlukan visi, misi dan tujuan yang baik agar mendapatkan simpati 

dari masyarakat, yang berasal tulus dari pribadi bukan hanya semata-mata harapan 

dari partainya saja. Memiliki calon legislatif dari partai politik yang sebaiknya figur 

yang diinginkan oleh masyarakat dan juga dicintai masayarkat. Dengan memiliki 

figur dari partai yang dicintai oleh masyarakat tentu saja tidak bisa didapatkan 

secara instan, melalui pendidikan politik dapat menjadi salah satu caranya 

(Marianata, Sujarwati and Syafryadin, 2022). 

Membangun dan mengembangkan penyesuaian politik dalam diri seorang 

individu dengan cara seperti keyakinan konsep yang merupakan sederet aktifitas 

dari pengaruh penerapan pendidikan poiltik, untuk menggerakkan seseorang untuk 

memiliki kesadaran terhadap persoalan politik serta munculnya sikap politik 

dengan melalui pengetahuan politik maupun mempunyai serta memahami wawasan 

tentang politik yang bermuatan politis. (Firmansyah and Kariyani, 2021). Dalam 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dikatakan bahwa 

lembaga pendidikan politik merupakan salah satu point utama dalam partai politik 

yang mana memiliki tiga fungsi, yaitu dengan adanya kader kepemimpinan nasional 

dari legislative maupun ekesekutif, menyampaikan serta mendengarkan aspirasi 

atau pendapat masyarakat, dan juga tentu saja yang paling penting ialaah dengan 

dijalankannya atau dengan penerapan pendidikan poiltik. Proses pembelajaran 

mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab setiap individu warga negara 

merupakan suatu proses pembelajaran ataupun pemahaman dalam pendidikan 

politik yang diterapkan agar dapat menjadi kehidupan yang berbangsa dan 

bernegera. 

 Pendidikan politik yang diterapkan atau yang diajari oleh partai politik 

kepada masyarakat salah satunya ialah mengenai bagaimana strategi dalam memilih 

calon legislatif dalam pemilihan umum. Partai politik melaksankan pendidikan 

politik kepada masyarakat seperti tentang bagaimana rencana memustuskan calon 

legislatif di dalam pemilu. Namun, pada saat kejadian sebenarnya yang ada 

dilapangan partai politik itu sendiri masih benyak ditemukan di dalam masyarakat 

dengan melakukan atau berpolitik dengan “money politic” atau yang sering kita 

kenal dengan politik uang (Anggraeni and Ramdhani, 2018). Dalam mengjelang 

harihari pemilihan umum pasti masih sering terdengarnya istilah “serangan fajar”, 

para politisi nakal atau simpatisan partai ini yang biasanya menjalan kegiatan 

dengan istilah serangn fajar ini, Kerap kali kita menemukan istilah “serangan fajar” 

yang akan datang hari-hari pemilihan umum. Serangan fajar dilangsungkan oleh 

para politisi nakal atau simpatisan partai, melewati masyarakat dengan membagi-

bagiakn uang supaya masyarakat memutuskan untuk memilih  calon tertentu, 

karena kurangnya informasi serta pengetahuan masyarakat mengenai atiran-aturan 



6 
 

yang ada dalam pemilu hal ini dapat atau bahkan masih sering terjadi, maka dengan 

ini masih sangat-sangat perlu pelaksanaan pendidikan politik dikarenakan tidak 

ingin hal-hal seperti ini terjadi kembali.  

Menurut Kartono (dalam Handoyo dan Puji Lestari, 2017) mengatakan 

bahwa, “Pendidikan politik adalah generasai muda yang diarahkan untuk menjadi 

kader-kader politik agar berkompetensi, memahami serta dapat memenangkan 

kegiatan politik yang awal mulanya pendidikan ini diberikan pada orang dewasa” 

Pendidikan terstruktur bagi setiap individu perseorangn agar menjadi kepribadian 

politik yang baik, juga memiliki kesadaran politik yang tinggi, dan dapat 

bertanggung jawab serta ikut berpartisipasi baik itu moral maupun etis agar 

tercapainya tujuan masyarakat dengan kehidupan berbanga dan bernegara yang 

mana ini merupakan pengertian ataupun pemahanan mengenai pendidikan politik. 

Pemanfaatan media sosial dalam menerapan pendidikan politik yang juga 

dapat menjadi sarana yang bisa dijadikan tempat menyebarkan informasi-informasi 

penting dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pemanfaatan media sosial untuk 

menjadi sarana pendidikan politik ini juga menjadi sebuah kekhawatiran yang jika 

tidak diawasi malah akan menjadikan tempat penyebaran hoaks atapun ujaran 

kebencian yang akan berpengaruh terhadap calom legislatif tertentu 

(Rojabiaturrohmah and Pujianti, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang pendidikan politik yang terfokuskan pada perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa ialah merupakan salah satu pentingnya dari adanya pendidikan 

politik. Pendidikan politik yang berhasil serta demokrasi masyarakat yang sehat 

dapat dilihat melalui komunikasi politik yang baik yang saling mendukung dan 

bukan menajdi tempat atau ajang saling sindir-menyindir satu sama lain antar elit 

politik. Tindakan yang seperti inilah yang biasanya dapat memecah belah 
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masyarakat yang dapat berpengaruh kepada kegagalan dari pelaksanaan pendidikan 

politik, yang mana Tindakan-tindakan seperti ini harus kita hilangkan (Sanusi and 

Darmawan, 2016). 

Pemerintah menuturkan Permendagri No 36 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik sebagai peran penting yang 

meyelenggarakan dengan mengakomodasikan pendidikan politik. Pada 

Permendagri No 36 Th 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Politik yang menimbang: 

a. Bahwa dalam rangka mengusahakan otonomi, daerah mempunyai 

kewajiban dalam membangun kehidupan berdemokrasi; 

b. Bahwa untuk diperlukannya pendidikan politik bagi masyarakat untuk 

pengembangan kehidupan berdemokrasi; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 

Berkenaan dengan sasaran atau tujuan pedoman fasilitasi penyelenggaraan 

pendidikan politik pada Pasal 2, yaitu: 

a. Memberikan arahan atau saran kepada pemerintah daerah dalam 

menghibahkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; 

b. Memberikan kemudahan bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, 

partai politik lokal, lembaga nirlaba lainnya, serta lembaga ataupun instansi 

yang ada didalam daerah mengakses jalur-jalur yang terikat 

penyelenggaraan pendidikan politik di daerah. 

Adapun target atau tujuan dari fasilitasi pelaksanaan dengan diselenggarakannya 

pendidikan politik pada Pasal 3 yaitu : 
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a. Meningkatkan serta membangunkan kesadaran hak dan kewajiban 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, serta agar tercapainya prestasi 

dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; 

c. Meningkatkan ataupun mengembangkan karakter bangsa yang selaras 

dengan budaya dan sejarah bangsa. 

Masyarakat dapat saling menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa 

yang dapat dididik melalui pendidikan poltik. Mendidik masyarakat menjadi 

masyarakat yang beradab dengan cara yang etis yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah dan juga dapat menarik simpati masyarakat, sehingga massyarkat dapat 

dengan lapang dada atau ikhlas menerima kekalahan maupun kemenangan dari 

calon legislatif setelah pemilihan umum selesai (Chakim, 2016). Penyelenggaraan 

pendidikan politik yang diharapkan dalam menghadapi pemilhan umum ini dapat 

menajdi acuan atau panduan agar menajdi pemilihan umum yang baik dan juga 

bersih, serta penyelenggaraan politik di Provinsi Sumatera Selatan dapat diperbaiki 

lagi untuk hal-hal yang masih belum terselenggara atau belum terlaksana. 

Terkhususnya generasi muda dari siswa sekolah yang tergolong pemilih pemula 

dan pendidikan poltik yang masih diperlukannya dan yang bisa berpengaruh pada 

pengetahuan ataupun pemahaman mengenai hak, kewajiban serta keikutsertaannya 

dalam pemilihan umum yang mana masing-masing seorang individu mempunyai 

tanggung jawanb dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa (Marianata, 

Sujarwati and Syafryadin, 2022).  

Hal penting dalam pembangunan demokrasi dan politik yang menjadikan 

pemerintah agar terus mengupayakan agar menjadikannya lebih baik. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
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Provinsi Sumatera Selatan yang sasaran utama yaitu siswa menengah atas maupun 

mahasiswa yang mana tergolong dalam pemilih pemula yang menjadi sasaran 

utama dalam pendidikan politik, maka dari itu penyelenggaraan ini banyak 

dditujukan serta dihadiri oleh peserta dari sekolah menengah atas dan perguruan 

tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu pendidikan poltik yang 

diselenggarakan tersebut, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Kegiatan pendidikan politik pada tahun 2022 di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Prov. Sumsel 

No Nama Kegiatan 
Waktu 

Kegiatan 
Peserta 

1 Pendidikan Politik dan 

Etika Budaya Politik 

Tahun 2022 bagi 

Generasi Muda 

khususnya Pelajar 

20 Juni 2022 

Peserta lebih kurang 100 

(seratus) orang adalah yang 

terdiri dari pelajar siswa 

dan Siswi SMA/Ma Kota 

Palembang. 

2 Pendidikan Politik dan 

Etika Budaya Politik 

Tahun 2022 bagi pelajar 

siswa/siswi SMK 
24 Agustus 2022 

Peserta kurang lebih 100 

(seratus) orang yang 

berasal dari perwakilan 

pelajar SMK dan guru 

pendamping di kota 

Palembang. 

3 Pendidikan Politik dan 

Etika Budaya Politik 

bagi Kaum Perempuan 

 

09 September 

2022 

Peserta kurang lebih 100 

(seratus) orang yang 

berasal dari elemen Badan 

Kerjasama Organisasi 

Wanita Provinsi Sumatera 

Selatan (BKOW), Tim 

Penggerak Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan 

Keluarga (TP PKK) Kota 

Palembang, Dharma 
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Wanita Persatuan 

Bankesbangpol Prov. 

Sumsel serta staf 

Bankesbangpol Prov. 

Sumsel. 

4 Pendidikan Politik dan 

Etika Budaya Politik 

bagi Santri dan Remaja 

Masjid 
26 September 

2022 

Peserta kurang lebih 100 

(seratus) orang perwakilan 

santri dan pemuda masjid 

yang tergabung dalam 

Badan Komunikasi Pemuda 

Remaja Masjid Indonesia 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pendidikan Politik Bidang IV Politik Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 

Berdasarkan dari tabel diatas, pelaksanaan pendidikan politik tahun 2022 

dapat dilihat bahwa peserta yang menjadi perwakilan serta hadir yang mewakili 

hanya berada di Kota Palembang saja. Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi memiliki kewajiban serta hak dan wewenang dalam pelaksanaan 

pendidikan poltik untuk dan di semua daerah kabupatan maupun kota yang ada di 

dalam kawasan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dengan ini diharapankan agar 

“Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilihan 

Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan” dapat 

menjadi acuan ataupun refrensi yang berfungsi sebagi penutup kelemahan ataupun 

kekurangan serta yang mulanya belum dilaksanakan dapat terlaksana dan 

membenahi hal-hal yang belum baik di Provinsi Sumatera Selatan. Terkhususnya 

untuk kelompok pemilih pemula yang dimana generasi muda termasuk didalamnya, 

yang masih benar-benar memerlukan banyak mengenai pemahaman pendidikan 

poltik yang dapat berpengaruh pada pengetahuan mengenai hak dan kewajiban serta 

keikutsertaannya dalam suatu pemilihan dan masing-masing individu yang 
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mempunyai tanggung jawab bagi setiap warga negara yang bernegara dan 

berbangsa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Evaluasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemillihan Umum di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam 

Menghadapi Pemilihan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah  

1 Manfaat teoritis 

Dalam manfaat teoritis yaitu diharapkan agar bisa memberikan manfaat 

bagi dunia pendidikan khususnya terkhusus Ilmu Administrasi Publik 

dan juga agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan ataupun 

refrensi untuk mengembangkan ilmu administrasi publik dalam 

menganalisis evaluasi kebijakan. 

2 Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan refrensi ataupun acuan bagi studi lanjutan maupun 

studi-studi lain yang meneliti mengenai evaluasi penyelenggaraan 

pendidikan politik. 



12 
 

b. Sebagai bahan rekomendasi untuk tiap lembaga-lembaga maupun 

aktor-aktor kebijakan publik dalam evaluasi penyelenggaraan 

pendidikan poltik khususnya di Provinsi Sumatera Selatan 
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